
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 145 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA                       

ATAS LAPANGAN SEPAK BOLA PERTASI KENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga atas 

Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana tidak sesuai 

dengan perkembangan perekonomian dan biaya 

operasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat 

(5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, menyebutkan 

bahwa tarif retribusi ditinjau kembali dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian yang diatur dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga Atas Lapangan Sepak Bola Pertasi 

Kencana; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

6757); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 

Nomor 7); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA ATAS 

LAPANGAN SEPAK BOLA PERTASI KENCANA. 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Tanah Laut. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau Badan. 

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 

oleh sektor swasta. 

7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, 

dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
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9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun 

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 

terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan  cara  lain ke  kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 

retribusi yang telah ditetapkan. 

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

14. Persatuan Sepak bola Tanah Laut yang selanjutnya disingkat PERSETALA 

adalah atlet sepak bola resmi binaan Assosiasi Kabupaten Persatuan 

Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Tanah Laut 

 

BAB II 

PENGGUNAAN LAPANGAN SEPAK BOLA PERTASI KENCANA  

 

Pasal 2 

 

Penggunaan lapangan Sepakbola Pertasi Kencana tidak dipungut biaya 

retribusi/sewa terhadap: 

a. pelaksanaan Turnamen Sepak Bola yang dilaksanakan resmi oleh 

Pemerintah Daerah; 

b. pelatihan resmi bagi atlet PERSETALA; 

c. PERSETALA yang melakukan pertandingan resmi untuk mengikuti LIGA 

3 (tiga) ataupun jenjang di atasnya; 

d. pertandingan dengan tamu–tamu resmi Pemerintah Daerah; dan  

e. pertandingan yang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.  

 

BAB III 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  

LAPANGAN SEPAK BOLA PERTASI KENCANA 

 

Pasal 3 

 

Struktur besarnya tarif retribusi Lapangan Sepak bola Pertasi Kencana untuk 

umum ditetapkan sebagai berikut: 

a. siang  : Rp2.000.000,00/2 (dua) jam; dan 

b. malam  : Rp3.000.000,00/2 (dua) jam. 
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BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 29 Desember 2022                    

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 29 Desember 2022                      

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

                H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 145 


